Pada hari ini, Senin, tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua ribu

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG

PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DAN DATA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DI BIDANG FISCAL
KADASTER YANG TERINTEGRASI DENGAN RECHT KADASTER

NOMOR : 019.5/80/23/2024
NOMOR : 004/SKB-33.08.UP.02.03/XI1/2024

dua puluh empat (23-12-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I

A. YANI : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang,
berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno
Hatta Nomor 110, berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Nomor: 371/SK-
KP.02.08/1X/2022 tanggal 27 September 2022
tentang Pengangkatan dalam Jabatan
Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini
bertindak wuntuk dan atas nama Kantor
Pertanahan Kabupaten Magelang, selanjutnya

disebut PIHAK KESATU.

SEPYO ACHANTO : Penjabat Bupati Magelang, berkedudukan di Kota

Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor

Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
100.2.1.3-74 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024
tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Magelang
Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten

Magelang, selanjuinya disebul
PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sclanjutnya secara bersama-sama dalam
Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

d.

bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yvang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah menurut asas olonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Magelang;
bahwa dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang didasarkan atas
pertimbangan efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan maka
dipandang perlu untuk dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang
Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan
Publik Yang Prima di Bidang Fiscal Kadaster Yang Terintegrasi Dengan
Recht Kadaster,

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:

1.

2,
3.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemernintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,
dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria
dan Tata Ruang;

Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan
Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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12.

13

14

15.

l6.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas i
Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional,

Peraturan Mentert Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di
Lingkungan Kementerian Agraria dan Tala Ruang/Badan Pertanahan
Nasional,

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
kerja Sama Dacrah dengan Dacrah Lain dan Kerja Sama Dacrah dengan
Pihak Ketiga;

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan

kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Data
Pertanahan dan Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima di Bidang
Fiscal Kadaster Yang Terintegrasi Dengan Recht Kadaster, dengan ketentuan
dan syarat-syaral sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(I) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam

Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

(2] Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. terwujudnya pelayanan publik di bidang Fiscal Kadaster yang
terintegrasi dengan Recht Kadaster dalam satu data PBB P2 dan
data pertanahan;

b. percepatan pelayanan dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara host to host
dengan data pertanahan;

c. percepatan pelayanan peralihan hak atas tanah secara host to host
dengan data perpajakan daerah;

d. menjamin kelancaran pembangunan, pengintegrasian, dan
pemanfaatan data spasial Zona Nilai Tanah (ZNT) PARA PIHAK;

e. menjamin  kelancaran pembangunan, pengintegrasian dan
pemanfaatan Peta Pendaftaran Tanah PIHAK KESATU dan Peta
Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
PIHAK KEDUA;
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Pasal 2

ORJEK

Objek Perjanpan Kerja Sama ini adalah Pengintegrasian Data Pertanahan, dan
Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PHB-P2)

Pasnal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a.
.

(1)

2

(3)

(4)

(5]

(©)

pemanfaatan data dan informasi peralihan hak atas tanah;

pemanfaatan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
Perkotaan (PBB-P2);

pembangunan, pengintegrasian, dan pemanfaatan data spasial Zona Nilai
Tanah (ZNT) oleh PARA PIHAK,;

pembangunan, pengintegrasian dan pemanfaatan data spasial Peta
Pendaftaran Tanah PIHAK KESATU dan Peta Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) PIHAK KEDUA;

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pemanfaatan data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan standar
operasional prosedur masing-masing PIHAK.

Pemberian data dan informasi peralihan hak atas tanah, Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan secara real time.

Dalam hal pembangunan system weh service berbasis represential state
transfer javascript object notation (REST JSON), PARA PIHAK melakukan
persiapan dan perencanaan.

Pemanfaatan data dan informasi Zona Nilai Tanah, Peta Pendaftaran
Tanah, dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan melalui koordinasi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA dapat memperoleh data dan informasi kegiatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) PIHAK KESATU.

PARA PIHAK dapat membentuk Tim Teknis berdasarkan kesepakatan
PARA FIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

a. mendapatkan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) melalui web service berbasis representational
state transfer javascript object notation (REST JSON), yang meliputi
entitas informasi:

1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2,
2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;
3) Luas Obyvek PBB-P2,
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4] Nama Wajib Pajak PBB-P2;

5) Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB-P2; dan

6) Kode pelunasan tunggakan;

mendapatkan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) melalui web service berbasis representational state
transfer javascript object notation (REST JSON), yang meliputi entitas
informasi:

1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2,

2| Nama Wajib Pajak BPHTB;

3) Alamat Wajib Pajak BPHTE;

4) Tanggal Pembayaran BPHTB,;

5) Nomor Transaksi Pajak Daerah (NTPD); dan

6) Kode verifikasi BPHTB.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

a.

b.

mempersiapkan dan  menyediakan web  service  berbasis
representational state transfer javascript object notation (REST JSON,
memberikan data dan informasi peralihan hak atas tanah melalui web
service berbasis representational state transfer javascript object notation
(REST JSON), yang meliputi entitas informasi:

1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang hak;

2) Nomor Induk Bidang (NIB};

3) Kabupaten/Kota;

4) Kecamatan;

5) Kelurahan;

f) Jenis Hak;

7] Nomor akta dan tanggal akta;

8) Nama PPAT;

9) Luas bidang;

10) NOP dan NTPD,
11) Centroid (Koordinat X dan Y);
12) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
13) Nama Wajib Pajak;

memberikan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui
web service berbasis representational state transfer javascript object
notation (REST JSON), yang meliputi entitas informasi:

1) Nama;

2] Identitas diri (ID) PPAT; dan

3] Wilayah kenja;

. berpartisipasi dalam pembangunan data spasial Zona Nilai Tanah (ZNT)

dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
(PBB-P2);

. memberikan informasi data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Peta

Pendaftaran Tanah;

bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan
data; dan

melaksanakan  monitoring dan  evaluasi terhadap kegiatan
pengintegrasian data pertanahan dan data Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Halaman 8 dari 10



(3) Hak PIHAK KEDUA :

il.

b.

mendapatkan data dan informasi peralihan hak atas tanah melalui
web service berbasis representational state transfer javascript abject
notation (REST JSON), yang meliputi entitas informasi;

1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang hak;

2] Nomor Induk Bidang (NIB);

3) Kabupaten/Kota;

4] Kecamatan;

5] Kelurahan;

6) Jenis Hak;

7) Nomor akta dan tanggal akta;

8) Nama PPAT;

9) Luas bidang;

10) NOP dan NTPD;

11) Centroid (Koordinat X dan Y);

12) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

13) Nama Wajib Pajak;

mendapatkan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui
web service berbasis representational state transfer javascript object
notation (REST JSON), yang meliputi entitas informasi:

1) Nama;

2) Identitas diri (ID) PPAT; dan

3) Wilayah kerja.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a.

b.

mempersiapkan dan menyediakan System web service berbasis
representational state transfer javascript object notation (REST JSON);
memberikan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2] melalui web service berbasis
representational state transfer javascript object notation (REST JSON),
yang meliputi entitas informasi:

1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;

2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;

3] Luas Obyek PBB-P2;

4] Nama Wajib Pajak PBB-P2;

5] Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB-P2; dan

6) Kode pelunasan tunggakan;

memberikan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) melalui web service berbasis representational state
transfer javasecript object notation (REST JSON), yang meliputi entitas
informasi:

1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;

2] Nama Wajib Pajak BPHTB;

3] Alamat Wajib Pajak BPHTB;

4] Tanggal Pembayaran BPHTB;

5] Nomor Transaksi Pajak Daerah (NTPD); dan

6] Kode verifikasi BPHTB;

berpartisipasi dalam pembangunan data spasial Zona Nilai Tanah
(ZNT) dan Peta Pendaftaran Tanah;
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¢. memberikan akses dan informasi data peta Zona Nilai Tanah (ZNT) dan
Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB
P2);

[. bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasinan dan keamanan
data; dan

g. melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  kegiatan

pengintegrasian data pertanahan dan data Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Pasal 6
KOORDINASI

Dalam rangka penyediaan system web service berbasis representational state
transfer javascript object notation {REST JSON), apabila diperlukan PARA PIHAK
dapat berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang
dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 7
JANGEKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber lain
yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK,

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Yang dimaksud dengan Keadan Kahar (Force Majeure) adalah segala
keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK,
termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, bencana non
alam, huru-hara, epidemi, kebakaran, pemogokan, perang, dan
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

keputusan Pemerintah yang secara langsung dan tidak langsung
menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannyva
sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK vang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan
force majeure terscbul harus memberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak
mulainya kejadian tersebut.,

Kelalaian atau keterlambatan PIHAK vyang lerkena force majeure
scbagaimana dimaksud pada ayal (3) dapat mengakibatkan tidak
diakuinya peristiwa dimaksud sebagai force majeure.

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai
akibal force majeure tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.
Apabila Keadan Kahar (Force Majeure) berlangsung lebih dari 3 (tiga)
bulan, maka dilaksanakan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini sesuai
kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;

b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama
dalam jangka waktu kerjasama;

c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan
Perjanjian Kerja Sama;

d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja
Sama ini tidak dapat dilaksanakan;

e, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum

jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya

3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban vang

timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK

lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja

Sama ini masih berlaku.

Pasal 12
KERAHASIAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan
keamanan data.

PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi
sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan
scbagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
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(3} PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia
selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dar
PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau
tersedin secara umum,

(4] Ketentuan kerahasiaan ini letap berlaku walaupun jangka waktiu
Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 13
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDIUM)

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja
Sama ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati secara tertulis oleh PARA
PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan, dan/atau usulan yang dibuat
sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara
tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau
kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan dibawah ini:
a. PIHAK KESATU

Instansi : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional

Up :  Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 110, Biyetan,
Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten
Magelang

Telepon :  (0293) 789665

Email :  kab-magelang@atrbpn.go.id

b. PIHAK KEDUA

[nstansi : Pemerintah Kabupaten Magelang

Up : BPPKAD Kabupaten Magelang

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid,
Kabupaten Magelang

Telepon : (0293) 788103

Email : subbidpendataanpd@gmail.com

(2) Dalam hal tc!jﬂd.:l. perubahan alamat dan/atau data sebagaimana
tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau
data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan
tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) han
kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan
efektif,

{(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada
alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah
diberikan sebagaimana mestinya.
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Pasal 15
ATURAN PERALIHAN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap
PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan tetap herlaku secara
berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota
Mungkid pada hari, dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua|
bermeteral cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,

"

PYO ACHANTO

TELAH DIKOREKS! BAGIAN HUK!

PIHAK KESATU,

_i 'Hu,

KEABAG HUKUM

JABATAN

an SUBKOORDINATOR BANTUAN
HUEKLUM DAN HAM

.| SEXDA

RaF

.| ASS. SEKDA

¥

HARaG

LG

| & et | B | =

| SUe, = GORTMETOR
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Pasal 15
ATURAN PERALIHAN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap
PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan tetap berlaku secara
berkelanjutan terhadap pejabal yvang menggantikannya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota
Mungkid pada hari, dan tanggal tersebul di atas dalam rangkap 2 (dua)
bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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Pada hari ini, Senin, tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua ribu

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG

PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DAN DATA PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM RANGKA

MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DI BIDANG FISCAL
KADASTER YANG TERINTEGRASI DENGAN RECHT KADASTER

NOMOR : 019.5/80/23/2024
NOMOR : 004 /SKB-33.08.UP.02.03/XII/2024

dua puluh empat (23-12- 2!]24], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

A. YANI : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang,
berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Scekarno
Hatta Nomor 110, berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Nomor: 371/SK-
KP.02.08/1X/2022 tanggal 27 September 2022
tentang Pengangkatan dalam Jabatan
Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kantor
Pertanahan Kabupaten Magelang, selanjutnya

disebut PIHAK KESATU.

SEPYO ACHANTO : Penjabat Bupati Magelang, berkedudukan di Kota

Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor

Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
100.2.1.3-74 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024
tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Magelang
Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten

Magelang, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjulnya secara bersama sama dalam
Perjanjian Kerja Sama ini disecbut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Magelang vang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata
Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilavah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi scluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia vang berkedudukan di wilayah Kabupaten Magelang,

¢. bahwa dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang didasarkan atas
pertimbangan efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan maka
dipandang perlu untuk dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang
Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan
Publik Yang Prima di Bidang Fiscal Kadaster Yang Terintegrasi Dengan
Recht Kadaster.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,

dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

. Peraturan Pemerintah MNomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agrana
dan Tata Ruang,

10, Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan
Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

o]
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12, F'r-r:a_nurnn Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
N_ﬁRI{".‘I"I.Rl Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional; .

13. Plf"rﬁlllll'ﬂll Menteri Agraria dan Tala Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nlnamnal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di
Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional,

14 Fr':-n?mran Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Dacrah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga;

15. Fcf'aturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Data
Pertanahan dan Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
(PBB-P2] Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima di Bidang
Fiscal Kadaster Yang Terintegrasi Dengan Recht Kadaster, dengan ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam
Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

{2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. terwujudnya pelayanan publik di bidang Fiscal Kadaster yang
terintegrasi dengan Recht Kadaster dalam satu data PBB P2 dan
dlata pertanahan;

b. percepatan pelayanan dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan [PBB-P2) secara host to host
dengan data pertanahan;

c. percepatan pelayanan peralihan hak atas tanah secara host to host
dengan data perpajakan daerah;

d. menjamin kelancaran pembangunan, pengintegrasian, dan
pemanfaatan data spasial Zona Nilai Tanah (ZNT) PARA PIHAK;

e. menjamin kelancaran pembangunan, pengintegrasian dan
pemanfaatan Peta Pendaftaran Tanah PIHAK KESATU dan Peta
Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
PIHAK KEDUA,;
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Pasal 2
ORIEK

Objek Penanjian Kerja Sama ini adalah Pengintegrasian Data Pertanahan, dan
Data Payak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. pemanfaatan datla dan informasi peralihan hak atas tanah;

b. pemanfaatan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
Perkotaan (PBB-P2);

¢.  pembangunan, pengintegrasian, dan pemanfaatan data spasial Zona Nilai
Tanah (ZNT) oleh PARA PIHAK;

d. pembangunan, pengintegrasian dan pemanfaatan data spasial Peta
Pendaftaran Tanah PIHAK KESATU dan Peta Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) PIHAK KEDUA;

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pemanfaatan data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan standar
operasional prosedur masing-masing PIHAK.

(2) Pemberian data dan informasi peralihan hak atas tanah, Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (FBB-P2), Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan secara real time.

(3) Dalam hal pembangunan systern web service berbasis Representational
State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON), PARA PIHAK
melakukan persiapan dan perencanaan.

{(4) Pemanfaatan data dan informasi Zona Nilai Tanah, Peta Pendaftaran
Tanah, dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan melalui koordinasi PARA PIHAK.

(5) PIHAK KEDUA dapat memperoleh data dan informasi kegiatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) PIHAK KESATU.

(6) PARA PIHAK dapat membentuk Tim Teknis berdasarkan kesepakatan
PARA PIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :
a. mendapatkan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan (PBB-P2) melalui web service berbasis Representational
State Transfer Juvascript Object Notation (REST JSON), yang meliputi
entitas informasi:
1} Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;
3) Luas Obyek PBB-P2;

PARAF

Fm.-.trm.-.a ] H]:u/;.«_"w.'n- '

Halaman 4 dari 10




4) Nama Wajib Pajak PBB P2;
5] Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB-P2, dan
) Kode pelunasan tunggakan;

b. mendapatkan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB] mclalui web service berbasis Representational
State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON), yang meliputi
entitas informasi:

1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
2) Nama Wajib Pajak BPHTB,
3] Alamat Wajib Pajak BPHTH;
4) Tanggal Pembayaran BPHTBH;
5] Nomor Transaksi Pajak Dacrah (NTPD); dan
6) Kode verilikasi BPHTB.
{2) Kewajiban PIHAK KESATU :

a. mempersiapkan dan  menyediakan web  service  berbasis
Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSONJ,

b. memberikan data dan informasi peralihan hak atas tanah melalui web
service berbasis Representational State Transfer Javaseript Object
Notation (REST JSON), yang meliputi entitas informasi:

1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang hak;
2) Nomor Induk Bidang (NIB);

3) Kabupaten/Kota;

4) Kecamatan;

5) Kelurahan;

6) Jenis Hak;

7) Nemor akta dan tanggal akta;

8) Nama PPAT;

9) Luas bidang;
10) NOP dan NTPD;
11) Centroid (Keordinat X dan Y);
12) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
13) Nama Wajib Pajak;

c. memberikan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui
web service berbasis Representational State Transfer Javascript Object
Notation (REST JSON), yang meliputi entitas informasi:

1) Nama;
2) ldentitas diri (ID) PPAT; dan
3) Wilayah kerja;

d. berpartisipasi dalam pembangunan data spasial Zona Nilai Tanah
(ZNT) dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (PBB-P2);

e. memberikan informasi data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Peta
Pendaftaran Tanah;

f. bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan
data; dan

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan
pengintegrasian data pertanahan dan data Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
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(3) Hak PIHAK KEDUA :

a. mendapatkan data dan informasi peralihan hak atas tanah melalui
web service berbasis Representational State Transfer Javascript Object
Notation (REST JSON), yang meliputi entitas informasi:

1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang hak;
2) Nomor Induk Bidang (N18):

3) Kabupalen/Kola;,

4] Kecamatan,

5] Kelurahan;

6) Jenis Hak;

7) Nomor akta dan tanggal akta;

8) Nama PPAT,;

9) Luas bidang;

10} NOP dan NTPD;

11) Centroid (Koordinat X dan Y);

12} Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
13) Nama Wajib Pajak;

b. mendapatkan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui
web service berbasis Representational State Transfer Javascript Object
Notation (REST JSON), yang meliputi entitas informasi:

1) Nama;
2) Identitas diri (ID) PPAT; dan
3) Wilayah kerja.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. mempersiapkan dan menyediakan System web service berbasis
Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSONJ;

b. memberikan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan /Perkotaan (PBB-P2) melalui web service berbasis
Representational State Transfer Javaseript Object Notation (REST JSON),
yang meliputi entitas informasi:

1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;

2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;
3) Luas Obyek PBB-P2,

4] Nama Wajib Pajak PBB-P2;

5| Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB-P2; dan
6) Kode pelunasan tunggakan;

c. memberikan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB| melalui web service berbasis Representational
State Transfer Javaseript Object Notation (REST JSON), vang meliputi
entitas informasi:

1} Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;

2) Nama Wajib Pajak BPHTB;

3) Alamat Wajib Pajak BPHTB;

4) Tanggal Pembayaran BPHTB;

3) Nomor Transaksi Pajak Daerah (NTPD); dan
6) Kode verifikasi BPHTB;

d. berpartisipasi dalam pembangunan data spasial Zona Nilai Tanah
(£ZNT) dan Peta Pendaftaran Tanah:
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¢. memberikan akses dan informasi data peta Zona Nilai Tanah [ZNT)
dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
(PBB P2);

f. bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan
data; dan

g melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi terhadap  kegiatan
pengintegrasian data pertanahan dan data Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 6
KOORDINASI

Dalam rangka penyediaan system web service berbasis Representational State
Transfer Javascript Object Notation (REST JSON), apabila diperlukan PARA
PIHAK dapat berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Pertanahan,
Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 7
JANGEKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja
Qama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber
lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Yang dimaksud dengan Keadan Kahar (Force Majeure) adalah segala
keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK,
termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, bencana non
alam, huru-hara, epidemi, kebakaran, pemogokan, perang, dan
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keputusan Pemerintah yang secara langsung dan tidak langsung
menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban kewajibannya
sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan
Jforce majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK lainnva paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak
mulainya kejadian tersebut.

(3) Kelalaman atau  keterlambatan PIHAK yang terkena force majeure
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dapal mengakibatkan tidak
diakuinyva peristiwa dimaksud sebagai force majeure.

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderila olch salah satu PIHAK sebagai
akibat force majeure tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

(5] Apabila Keadan Kahar (Force Majeure) berlangsung lebih dari 3 (tiga)
bulan, maka dilaksanakan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini sesuai
kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

{1} Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama,

b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama
dalam jangka waktu kerjasama;

c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan
Perjanjian Kerja Sama;

d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja
Sama ini tidak dapat dilaksanakan;

e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum
jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja
Sama.

(3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang
timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK
lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja
Sama ini masih berlaku.

Pasal 12
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan
keamanan data.

(2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informas
sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan
scbagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
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(4

PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia
selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis
dar PIHAK lainnva kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum

atau tersedia secarn umum,
Ketentuan  kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu
Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 13

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja
Sama ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati secara tertulis oleh PARA
PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan, dan/atau usulan yang dibuat

(2)

(3]

sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara
tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau email kepada
masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan dibawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi :  Kementerian Agraria dan Tata Ruang,/ Badan
Pertanahan Nasional

Up . Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 110, Bivetan,
Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten
Magelang

Telepon : (0293) 789665

Email : kab-magelang@atrbpn.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi :  Pemerintah Kabupaten Magelang

Up :  BPPKAD Kabupaten Magelang

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid,
Kabupaten Magelang

Telepon : (0293) 788103

Email : subbidpendataanp4@gmail.com

Dalam hal terjadi perubahan alamat danj/atau data sebagaimana
tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau
data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan
tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) han
kialender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan
efektif.

Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada avat (2)
tidak diberitahukan, maka korespendensi atau permintaan lainnya pada
alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnva dianggap telah
diberikan sebagaimana mestinya.
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PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Spekamo - Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax (0293) 788122
Kota Munghkid 56511

41 1”] ——————————————————————————————————
NOTA-DINAS oL
Kepada Yth Bapak Bupati Magelang
ﬁ"* Lewat Sekretaris Daerah
< Dari Kepala Bagian Pemerintahan
"“Tanggal 17 Desember 2024 o/ L
Nomar 019.5/5f) /01.01/2024
Sifat Segera (774 4"
Lampiran 1 (satu) bendel ¢
Hal Draf Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten / e T
Magelang dangsn Pemerintah KahuEtﬂn Magelang Wi S A
Disposisi Menindaklanjuti hasil pembahasan draf Perjanjian Kerjasama

antara Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dengan Tim Koordinasi
b’é’ : Kerjasama Daerah serta BPPKAD Kabupaten Magelang, dengan
/ hormat kami sampaikan Draf Perjanjian Kerjasama antara Kantor

w Pertanahan Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Kabupaten

Q',.i ] € E _Magelang tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Fajak
f}lt"&;ﬂ o i' Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkctaan (PBB-F2) Dalam
?. la “ . Rangka mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Fiscal
M&" # /’; Kadaster yang Terintegrasi dengan Rect Kadaster

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon arahan lebih

lanjut.
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